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% SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas
dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak
pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak
pidana perdagangan orang dan penyelundupan
manusia, perlu menata kembali organisasi dan
tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan beban
kerja organisasi sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Mengingat . . .
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan ayat (5) Pasal 20 dalam Peraturan Presiden
Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden:

a.

Nomor S Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 15);

b. Nomor . .
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Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 20

Badan Reserse Kriminal disingkat Bareskrim
merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang
reserse kriminal yang berada di bawah Kapolri.

Bareskrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyal tugas membantu Kapolri dalam membina
dan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana, pengawasan dan pengendalian
penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium
forensik dalam rangka penegakan hukum serta
pengelolaan informasi kriminal nasional.

Bareskrim dipimpin oleh Kepala Bareskrim disingkat
Kabareskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Kabareskrim dibantu oleh seorang Wakil Kabareskrim
disingkat Wakabareskrim.

Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 (tujuh)
direktorat, 3 (tiga) pusat, dan 4 (empat) biro.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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memerintahkan

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan

penempatannya dalam Lembaran

Indonesia.

Republik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
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